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Sebagaimana termaktub di dalam Pancasila dan pem- 
bukaan UUD 1945, bangsa Indonesia meyakini bahwa 
dirinya memasuki gerbang kemerdekaannya atas rahmat 
Tuhan YME yang juga menjadi dasar berdirinya. Pernyataan 
ini menunjukkan dimensi religius-teologal, tempat peristiwa- 
peristiwa penting yang terjadi di dalamnya, termasuk proses 
demokratisasi bangsa Indonesia, perlu dipahami. 

Pertanyaan elaboratif yang mau dijawab dalam buku 
ini adalah: Sejauh mana dan dengan cara apa saja berbagai 
tradisi religius di Indonesia telah berkontribusi pada budaya 
demokrasi politis bangsa ini, dan bagaimanakan pemikiran 
religius di Indonesia, khususnya dari agama-agama Islam, 
Kristen, Buddha dan Hindu, dapat memberikan sumbang- 
sihnya untuk memajukan proses demokratisasi? 

Naskah embrional buku ini adalah lima makalah yang 
ditulis oleh lima intelektual dari kalangan agamanya masing- 
masing, yakni: Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha (Hindu), M.Si, 
dr. Krishnanda Wijaya-Mukti (Buddha), Prof. Dr. Bahtiar 
Effendy (Islam), Dr. Adrianus Sunarko (Katolik) dan Yonky 
Karman, Ph.D (Protestan). Dengan caranya sendiri, mereka 


berlima menyampaikan makalahnya masing-masing ini pada 
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seminar sehari dengan tema Agama dan Demokratisasi: Kasus 
Indonesia yang diselenggarakan oleh STE. Driyarkara dalam 
rangka perayaan dies natalis-nya yang ke-42, tgl. 26 Februari 
2011 yang lalu. 

Fakta bahwa pembahasan tentang tema ini hanya 
menampilkan pemikiran dari lima agama yang disebut di 
atas tadi bisa mengingatkan kita pada pembagian agama 
gaya Orde Baru yang mereduksi “kekayaan religius bangsa 
Indonesia” ke dalam kelima agama itu. Namun maksud dan 
tujuan pemilihannya bersifat praktis: Berhadapan dengan 
banyaknya keyakinan religius bangsa Indonesia yang amat 
kaya ini, namun sedikitnya refleksi diskursif atasnya oleh 
mereka yang memang menganutnya, ditambah dengan 
terbatasnya waktu penyelenggaraan seminar sehari itu, 
maka Panitia Seminar memilih lima pemikir di atas yang 
merefleksikan peran agamanya masing-masing dalam proses 
demokratisasi masyarakat pada umumnya dan bangsa 
Indonesia pada khususnya. Kita berharap, pada kesempatan 
lain mudah-mudahan bisa diciptakan ruang-waktu serupa 
dimana kontribusi dari pelbagai “tradisi religius bangsa 
Indonesia” bisa dielaborasi juga. 

Buku ini signifikan terutama bagi eksplorasi ilmiah atas 
keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Pemahaman 
yang lebih komprehensif atas pengaruh-pengaruh budaya 
lokal, religius dan tradisional terhadap demokratisasi politik 
bangsa Indonesia diharapkan mampu memperdalam dan 
memberikan dukungan positif bagi proses demokratisasi 
bangsa ini yang digali dari kekayaan khazanah budaya, agama 
dan kepercayaannya sendiri. Dengan demikian, ditangkis 
anggapan bahwa demokratisasi itu identik dengan ide-ide 
Barat. 
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Kalau sebentar lagi kita merayakan hari Proklamasi, 
marilah kita memandang buku ini sebagai “hadiah inte- 
lektua?” bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 
hari jadinya yang ke-66. Merdeka! 


Jakarta, 10 Agustus 2011 


Simon Petrus Tjahjadi 
Editor 
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Ida Bagus Gunadha 


“rwaneka dhatu winuwus wara buddha wiswa/ 
bhineka rakwa ring apan kena parwanosen/ 
mangka ng Jinatwa kalawan Siwatwa tunggal/ 


bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa/ / 


(disebutkan dua perwujudan Beliau, 
yaitu Buddha dan Siwa/ 


berbeda konon, tetapi kapankah dapat dibagi dua/ 


demikianlah kebenaran Buddha dan 
kebenaran Siwa itu satu/ 


yang berbeda itu, sesungguhnya satu juga 
karena tidak ada dharma yang mendua/ /) 


(dari: Kakawin Sutasoma) 
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Pendahuluan 


Siwa dan Buddha pada zaman Mataram Kuno adalah 
dua agama besar yang hidup berdampingan sebagai agama 
negara. Kemudian, pada masa pemerintahan Hindu di 
Jawa Timur, kedua agama ini lebur menjadi satu prinsip 
kebenaran tertinggi, yaitu Siwa-Buddha. Konon berbeda, 
tetapi sesungguhnya satu, karena tidak ada kebenaran yang 
mendua. Kearifan masa lalu ini tampaknya menginspirasi 
para founding fathers bangsa Indonesia untuk menjadikannya 
sebagai semboyan negara dalam menatap realitas kehidupan 
bangsa yang plural. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” 
menjadi landasan dalam membangun bangsa karena adanya 
pengakuan atas kelompok-kelompok masyarakat yang 
mempunyai latar belakang suku, adat-istiadat, ras, dan agama 
yang berbeda. 

Pemilihan semboyan Bhineka Tunggal Ika dari bait 
Sutasoma — kitab suci Siwa-Buddha ini — tentu bukanlah 
kebetulan. Ini merupakan kerja reflektif historis yang mene- 
gaskan betapa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. 
Penegasan ini salah satunya dapat dirujuk dari pelacakan 
hermeneutis-historis terhadap arkeologi kebudayaan Indo- 
nesia yang dilakukan oleh Jacob Sumardjo (2002). Dari 
kajian tersebut ditemukan bahwa sifat religius bangsa ini 
sudah tertanam dalam berbagai kebudayaan lokal, bahkan 
sebelum Hindu sebagai agama pertama masuk ke Indonesia. 
Selanjutnya, persentuhan antara agama-agama lokal dengan 
agama-agama besar yang datang kemudian seperti, Hindu, 
Buddha, Islam, Kristen, dan Kong Hu Cu, semakin 
meneguhkan sifat religius bangsa ini. Oleh karena itu, 
tidaklah berlebihan jika para pendiri bangsa ini menempatkan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


HINDU: DARI ARTHASASTRA MENUJU DEMOKRASI INDONESIA — 11 


Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. 
Demikian juga dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 
yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Artinya, negara kesatuan ini adalah negara 
yang berketuhanan, bukan negara agama dan bukan pula 
negara sekuler. 

Karakter bangsa Indonesia yang religius, sesungguhnya 
bisa menjadi modal penting bagi suksesnya pembangunan 
nasional. Mengingat agama berisikan ajaran-ajaran mengenai 
kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang eksistensi 
manusia, serta petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di 
dunia dan akhirat. Agama sebagai sistem keyakinan dapat 
menjadi bagian sistem nilai yang ada dalam kebudayaan 
masyarakat bersangkutan, menjadi pendorong atau peng- 
gerak, serta pengontrol dari tindakan-tindakan para anggota 
masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan 
nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Secara 
sosiologis, agama dalam realitas kehidupan juga akan 
bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, 
baik yang bersifat fisik-biologis, sosial, ekonomi dan politik. 
Demikian juga agama akan bersentuhan dengan kebutuhan- 
kebutuhan integratif yang menyangkut hal-hal yang sangat 
penting dalam kehidupan manusia, yaitu keinginan untuk 
hidup beradab, bermoral, tenteram, dan damai. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa keberagamaan itu saling 
kait-mengait antara hal-hal yang bersifat normatif dengan 
dimensi kehidupan yang bersifat praksis-aktual, baik pada 
level individual maupun kolektif (Notingham, 2002). 

Namun demikian, pentingnya peran agama dalam 


kehidupan individu dan sosial, ternyata harus juga 
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berhadapan dengan sisi paradoks dari agama itu sendiri. Sifat 
paradoks agama tampak bahwa di satu sisi agama diyakini 
sebagai jalan penjamin menuju keselamatan, cinta dan 
perdamaian, namun di sisi lain agama justru menjadi sumber, 
penyebab dan alasan bagi kehancuran dan kemalangan 
umat manusia. Karena agama, orang bisa saling mencinta 
sesamanya, tetapi atas nama agama pula orang saling 
membunuh dan menghancurkan (Sindhunata, 2003:13). 
Penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, 
serta pengrusakan gereja dan sekolah di Temanggung pada 
awal bulan Februari 2011, menjadi bukti betapa kekerasan 
atas nama agama telah menjadi catatan kelam bagi negeri 
yang konon sangat religius ini. Apabila gejala ini terus 
berlanjut, bukan tidak mungkin bahwa pluralitas agama di 
Indonesia akan menjadi sumber disintegrasi yang paling 
menakutkan dalam sejarah kehidupan bangsa yang sedang 
merenda terwujudnya negara demokrasi ini. Oleh karena 
itu, pluralitas agama harus menjadi dimensi penting yang 
perlu dibicarakan dalam upaya demokratisasi Indonesia. 
Pluralitas agama di Indonesia harus dipandang sebagai 
keniscayaan yang dapat menjadi potensi integrasi, sekaligus 
pula potensi konflik. Oleh karena itu, demokratisasi 
agama harus mendahului demokratisasi bidang-bidang 
kehidupan lainnya dalam pembangunan demokrasi di 
Indonesia. Ini merupakan konsekuensi logis dari karakter 
bangsa yang religius pada satu sisi, sedangkan pada sisi 
yang lain juga pluralitas agama masih menyisakan banyak 
masalah di negeri ini. Artinya, selama proses demokratisasi 
Indonesia berlangsung, semua agama harus mendapatkan 


kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam 
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membangun mentalitas dan partisipasi pemeluknya dalam 
pembangunan. Sementara itu, kesadaran multikultural harus 
ditanamkan secara terus-menerus dalam diri setiap pemeluk 
agama sehingga mereka bisa hidup berdampingan dalam 
perbedaan. Apabila persoalan pluralitas ini masih belum 
dapat diselesaikan, sebaliknya dominasi mayoritas dan tirani 
minoritas masih terjadi, maka cita-cita demokrasi itu akan 
semakin sulit terwujud. Malahan, demokrasi itu akan menjadi 
tirani, ketika penindasan terhadap minoritas masih terjadi 
dan opini minoritas tetap dibungkam (Triguna, 2004). 

Untuk itu diperlukan kesiapan dari setiap agama untuk 
melakukan transformasi internal. Agama harus berani 
merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai 
martabat manusia, kesejajaran kedudukan semua manusia 
di hadapan undang-undang, dan solidaritas hakiki antara 
sesama umat beragama. Dengan cara ini, setiap agama 
akan dapat berintegrasi dengan keyakinan-keyakinan la- 
in dalam pencapaian sejumlah nilai universal yang akan 
mendudukkan hubungan antaragama pada sebuah tataran 
baru. Artinya, agama akan memiliki sumbangan yang berarti 
dalam proses demokratisasi, jika dalam dirinya sendiri ia ber- 
watak membebaskan. Atas dasar ini pula, setiap agama harus 
memiliki kerelaan untuk menerima pendapat atau ajaran 
agama lain sebagai nilai kebenaran yang bisa dibagi bersama 
dan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian demokrasi 
akan mengarah pada makna hakikinya, yaitu sebuah tatanan 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermuara pada 
satunya kata "dari kita, dengan kita, dan untuk kita”. Dalam 
kerangka inilah, sumbangan pemikiran dari agama-agama 
untuk demokratisasi Indonesia perlu mendapatkan apresiasi 
dari seluruh komponen bangsa. 
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Salah satu sumbangan pemikiran yang layak diapresiasi 
menyangkut demokratisasi Indonesia adalah politik Hin- 
du. Bagaimanapun juga, Hindu telah membangun fon- 
dasi ketatanegaraan dan politik Nusantara pada masa 
lampau. Dikatakan demikian karena konsepsi tentang ne- 
gara, pemerintahan, politik, dan kepemimpinan memang 
diperkenalkan oleh Hindu dengan sistem kerajaan yang khas. 
Walaupun sistem ini tidak lagi digunakan di Indonesia, bukan 
berarti pemikiran yang disumbangkan dapat diabaikan begitu 
saja. Setidak-tidaknya, pemikiran politik Hindu khususnya 
mengenai aspek-aspek demokrasi dapat dijadikan media 
refleksi untuk menatap demokrasi Indonesia ke depan. 
Paling tidak, Hindu dengan pemikiran khas orientalisnya 
dapat menjadi penyeimbang, bahkan juga kontrol bagi 
model demokrasi Indonesia yang selama ini cenderung 
berorientasi ke Barat (Eropa dan Amerika). Padahal, India 
sendiri sebagai tempat lahirnya Hindu justru cukup berhasil 
menjadikan dirinya sebagai negara yang demokratis. Setuju 
atau tidak, kehadiran spirit Hinduisme dalam demokratisasi 
India tidak perlu diragukan lagi. 


Politik Menurut Hindu 


Politik telah menjadi masalah yang menggelitik pe- 
mikiran manusia selama berabad-abad. Setidaknya, perso- 
alan politik muncul sejak sekelompok orang mulai hidup 
bersama sehingga masalah pengaturan dan pengawasan 
mulai diperlukan. Sejak saat itu para pemikir politik mulai 
membahas masalah-masalah yang menyangkut lingkup 


serta batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara 
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pemerintah dan yang diperintah, serta sistem apa yang 
paling baik untuk menjamin pengawasan dan pengaturan 
tersebut dapat berjalan dengan baik (Varma, 2001:3). Dalam 
perkembangannya, politik semakin mendapatkan maknanya 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Lebih lanjut Varma (2001:3) menjelaskan bahwa pemi- 
kiran politik berkembang dari masa ke masa. Apabila para 
pemikir politik kuno cenderung memusatkan perhatian pada 
terbentuknya sebuah negara ideal, maka pada zaman modern 
perhatian itu telah merambah memasuki masalah-masalah 
kekuasaan, wewenang, pemerintahan, dan sebagainya. Pan- 
dangan kaum evolusionis ini mengindikasikan adanya pem- 
bedaan yang tegas antara pemikiran politik zaman kuno dan 
modern. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa 
pemikiran politik kuno tidak relevan lagi dengan fenomena 
perpolitikan modern. Hal ini dibuktikan dengan masih 
tingginya minat para pemikir politik modern terhadap 
karya-karya politik kuno, misalnya Aristoteles, Plato, dan 
Arthasastra karya Kautilya (Rao, 2003: 13-17). 

Hindu memandang politik bukan sebagai alat dan 
cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan 
semata-mata. Lebih jauh dari itu, politik merupakan alat 
bagi penegakkan dharma. Hal ini banyak dijelaskan dalam 
percakapan antara Bhagawan Bhisma dengan Yudhistira 
pasca perang Bharatayudha, yaitu dalam kitab Santi Parwa 
LXIII, sebagai berikut: “Manakala politik telah sirna, Veda 
pun sirna pula, semua aturan hidup hilang musnah, semua 
kewajiban manusia terabaikan. Pada politiklah semua 
berlindung. Pada politiklah semua awal tindakan diwujudkan, 
pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan, pada 
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politiklah semua dunia terpusatkan .... Ketika tujuan hidup 
manusia — dharma, artha, kama, dan moksa semakin jauh, 
begitu juga pembagian masyarakat semakin kacau, maka pada 
politikiah semua berlindung, pada politiklah semua kegiatan 
agama (yajna) diikatkan, pada politiklah semua pengetahuan 
dipersatukan, dan pada politiklah dunia terpusatkan” 

Politik hadir untuk membawa keteraturan sistem di 
masyarakat. Tanpa kendali politik, masyarakat akan tumbuh 
menurut hukum ikan (watsyanyaya), yaitu ikan yang besar 
memangsa ikan yang kecil. Jika demikian maka kehidupan 
sosial akan mengalami chaos, dan dharma sebagai prinsip 
hidup tertinggi akan ditinggalkan. Untuk menghindarkan 
rakyat dari kondisi tanpa aturan inilah politik mendapatkan 
tempat mulia dalam Hindu, yaitu bertujuan untuk mene- 
gakkan dharma. Dharma adalah hukum, kewajiban, dan 
kebenaran yang menjadi landasan pencapaian tujuan 
hidup manusia, yakni kesejahteraan dunia (jagadhita) dan 
kebahagiaan rohani (7oksa). Dharma adalah prinsip dasar 
dari hukum universal (rta) dan hukum moral (satya), yang 
apabila dilanggar akan berakibat pada kehancuran umat 
manusia, namun sebaliknya jika ditegakkan akan membawa 
kemuliaan (dharma raksatah raksitah). Melalui politiklah, 
penegakan dharma memperoleh makna praktisnya sebagai 
sistem yang mengatur dan menjamin pelaksanaan prinsip- 
prinsip dharma dalam masyarakat. Di sini, kebijakan dan 
kekuatan politik haruslah digunakan untuk mengantarkan 
rakyat dalam mencapai tujuan-tujuan hidupnya. 

Menurut Hindu, kesejahteraan rakyat (artha) adalah 
tujuan ideal bagi semua sistem politik. Untuk mencapai tujuan 
tersebut Hindu menekankan pentingnya kepaduan antara 
kepemimpinan (leadership) dengan sistem politik (political 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


HINDU: DARI ARTHASASTRA MENUJU DEMOKRASI INDONESIA — 17 


system). Seperti dijelaskan dalam Arthasastra, negara dan 
pemerintah berperan sangat penting dalam mengusahakan 
serta memelihara kemakmuran bangsa/rakyat. Untuk men- 
dapatkan keseimbangan antara kemakmuran rakyat dan 
kekayaan negara, Arthasastra mengajukan dua syarat utama, 
yaitu pertama, penegakan hukum dan ketertiban, dan kedua, 
kinerja administratif yang memadai. Penegakan hukum 
dan ketertiban dilakukan dengan seperangkat denda dan 
sanksi (dandaniti), sedangkan kinerja administratif meliputi 
raksha (perlindungan dari agresi luar), palana (pemeliharaan 
ketertiban/hukum), dan yogakshema (menjamin kesejahteraan 
rakyat) (Radendra S., 2005: 3-4). Untuk melaksanakan semua 
konsep ideal ini, kepemimpinan menjadi faktor penentunya. 
Oleh karena itu, seluruh sistem politik pada akhirnya harus 
bermuara pada hadirnya sosok pemimpin yang memiliki 
jiwa kenegarawanan sehingga mampu melaksanakan amanat 
rakyat. 

Konsep mengenai pemimpin ideal bagi suatu negara 
telah menjadi pembahasan penting dalam berbagai kesu- 
sasteraan Hindu, baik di India maupun Indonesia. misalnya 
saja: Manawadharmasastra, Arthasastra, Nitisastra, Rajadharma, 
Dandaniti, dan kitab-kitab berbahasa Jawa Kuna yang ditulis 
di Indonesia. 

Salah satu konsep kepemimpinan yang begitu populer 
di Indonesia adalah Asta Brata, yang semula termuat dalam 
kitab Manawadharmasastra dan mendapatkan penjabaran lebih 
jauh dalam Kakawin Ramayana. Pada intinya, seluruh ajaran 
kepemimpinan Hindu menjelaskan bahwa pemimpin yang 
baik adalah pemimpin yang mampu memberikan teladan, 
selalu mengusahakan kesejahteraan rakyat (sukanikang rai), 


dan menghindari kesenangan pribadi (agawe sukaning awak). 
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Dalam Kautilya Arthasastra dijelaskan bahwa “apa yang 
menjadikan raja senang hendaknya tidak dianggap sebagai 
kebahagiaan, tetapi segala yang membuat rakyat bahagia 
itulah kesenangan yang harus selalu diupayakan oleh seorang 
raja”. Ungkapan ini menegaskan bahwa sasaran pokok 
dalam politik Hindu adalah kebahagiaan rakyat, bukan 
kesejahteraan penguasanya, karena penguasa yang berhasil 
membawa rakyatnya pada kebahagiaan tertinggi, kemuliaan 
adalah pasti diperuntukkan baginya (sang sura menanging 
ranaggana, mamukti sukha wibawa, bogha wiryawan). 

Lebih lanjut dijelaskan dalam Kautilya Arthasastra 
bahwa seorang raja harus mengurus kebutuhan warganya, 
meningkatkan produksi, mendistribusikannya, serta mela- 
kukan upaya bagi kesejahteraan dan kemakmuran bagi 
seluruh rakyat (Gunadha, 2003:v). Sampai di sini jelas 
bahwa Arthasastra menitikberatkan peranan pemerintah 
dalam menciptakan kesejahteraan yang diartikan sebagai 
keseluruhan proses dan aktivitas menyejahterakan warga 
negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial beserta 
dengan skema perlindungan sosial bagi kelompok yang 
kurang beruntung (Suharto, 2005b), seperti cita-cita negara 
kesejahteraan (welfare state). Lebih dari itu, Arthasastra juga 
menegaskan bahwa seorang raja dapat dihukum, apabila dia 
mengabaikan kesejahteraan umum (Rao, 2003:104). Dari 
sini dapat dilihat bahwa meskipun sistem politik Hindu 
pada masanya adalah bersifat monarki, namun bukanlah 
monarki absolut. Ini dibuktikan dengan posisi seorang raja 
sebagai pemegang kekuasaan dan pemerintahan tertinggi, 
yang ternyata bukanlah sosok yang kebal hukum. Dengan 
demikian, Hindu telah menanamkan benih-benih demokrasi 


dalam sistem monarki yang khas. 
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Aspek-aspek Demokrasi dalam Arthasastra 


Demokrasi dalam pengertian klasik setidak-tidaknya 
diartikan adalah “pemerintahan rakyat“ (dari kata demos 
yang berarti rakyat, dan kratia yang artinya pemerintahan). 
Dalam hal ini, baik sebagai sebuah konsepi maupun 
praktik, demokrasi mengalami perkembangan yang sangat 
panjang, yakni melalui perjalanan historis selama lebih dari 
dua setengah milenium. Dalam pemikiran Yunani kuno, 
mula-mula demokrasi berarti bentuk politik di mana rakyat 
sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik 
(Bagus, 2002:154). Selanjutnya, dalam pemikiran Modern, 
demokrasi menjadi ide filosofis tentang kedaulatan rakyat. 
Artinya, semua kekuasaan politik dikembalikan kepada 
rakyat. Presiden Lincoln dalam pidatonya memberikan 
kesimpulan yang bergema kuat tentang definisi terbaik 
demokrasi dalam sejarah Amerika dengan menyatakan, 
bahwa demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat” (Melvin I. Urofsky dalam: Clack, 
2001:2). Tekanan kepada kata “rakyat” diberikan untuk 
memberi kontras terhadap berbagai bentuk pemerintahan 
absolut lainnya, seperti raja-raja yang sumber otoritasnya 
berasal dari kekuasaan turun-temurun, dan/bahwa ia me- 
miliki kekuasaan untuk memerintah berdasarkan sumber 


yang berasal dari kekuasaan ilahi'. 


! Model pemerintahan dan sistem kekuasaan sepetti ini, yang menganggap 
bahwa raja memiliki kekuasaan absolut, bahkan mewakili kekuasaan para 
dewa di bumi sehingga ucapan raja harus dipatuhi, dapat ditelusuri dalam 
sistem perintahan raja-raja di Jawa. Lihat, Berg, C.C, 1985, De Graaf, HJ, 
1985: dan De Graaf, H.J, 1987. 
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Demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin 
merupakan bentuk pemerintahan yang paling rumit dan 
sulit. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tetapi demi 
pertanggungjawaban. Sebuah pemerintahan demokratis 
mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, 
namun sekali mengambil tindakan bisa dipastikan adanya 
dukungan publik untuk langkah ini. Ada bermacam-macam 
istilah demokrasi, antara lain ada yang dinamakan demokrasi 
konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, 
demokrasi pancasila, dan lain sebaginya (Budiardjo, 1983:50, 
Triguna, 2004:7). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari sekian 
banyak demokrasi ada dua aliran yang paling penting, yaitu 
demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang 
menamakan dirinya “demokrasi”, tetapi pada hakikatnya 
mendasarkan dirinya atas komunisme. Contohnya dahulu 
adalah pemerintahan komunis Jerman Timur yang mena- 
makan dirinya sendiri DDR (Dentsche Demokratische Republik 
5 Republik Demokratis Jerman), 

Ciri khas demokrasi konstitusional adalah gagasan 
bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah 
yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak 
sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan- 
pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam 
konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintahan ber- 
dasarkan konstitusi (Budiardjo, 1983:52, Triguna, 2004-7). 
Konstitusi dirumuskan melalui proses hukum yang di- 
tuangkan dalam bentuk undang-undang. Menurut sistem 
demokrasi, pemerintahan dapat dilakukan secara langsung 
atau melalui wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat dipilih 


secara bebas dan rahasia menurut prinsip yang ditentukan 
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oleh suara mayoritas rakyat. Wakil-wakil rakyat menduduki 
jabatan dalam waktu tertentu dengan diberikan hak dan 
kewajiban yang digariskan secara jelas. Selanjutnya, kepala 
negara dipilih oleh rakyat atau oleh wakil-wakilnya (Bagus, 
2002:155). Bentuk pemerintahan konstituasi menurut Greg 
Russel (dalam Clack, 2001:9-11) terdiri atas beberapa prinsip, 
yaitu kedaulatan rakyat, kekuasaan hukum, pemisahan 
kekuasaan dan sistem pengawasan serta pertimbangan, 
federalisme, dan perjuangan untuk hak-hak individu. 

Ini berarti, dalam perkembangannya, definisi demokrasi 
akhirnya harus menerima elemen “perwakilan”, yaitu sesuatu 
yang di kemudian hari diterima sebagai sebuah keniscayaan, 
karena suatu pemerintahan langsung oleh rakyat menjadi 
hampir tidak mungkin dikerjakan dalam masyarakat yang 
relatif jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan 
masyarakat di negara kota Athena tempat konsepsi demokrasi 
itu dilahirkan dan dipraktikan. Sejak abad XVIII dan 
sesudahnya, baik sebagai konsepsi maupun praktik, prinsip 
perwakilan merupakan hal yang melekat dalam pengertian 
demokrasi. Prinsip perwakilan sebagaimana dimengerti 
sesungguhnya juga telah mengalami sejarah perkembangan 
yang panjang. Sampai sebelum berakhirnya akhir abad XIX, 
prinsip perwakilan dalam demokrasi hanya merujuk pada 
sejumlah kelompok kecil masyarakat. Walaupun terdapat 
“pemilihan wakil-wakil rakyat”, tidak semua warga negara 
memiliki hak memilih dan dipilih. Di Eropa, berawal di 
Inggris, anggota Parlemen hanya terdiri atas mereka yang 
berasal dari kelompok bangsawan dan tuan tanah. Itu juga 
sering hanya untuk menghasilkan Parlemen yang sampai 
batas-batas tertentu tidak lebih dari sekadar pendamping 
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kekuasaan para raja. Di Eropa, dua kelompok masyarakat 
inilah (bangsawan dan tuan tanah) yang sampai pada akhir 
abad XVIII menjadi kelas sosial yang secara ekslusif 
memiliki privelege dalam sistem perwakilan. 

Hanya menjelang peralihan ke abad XX belakangan ini 
prinsip perwakilan semacam itu mengalami revolusi yang 
berarti. Prinsip perwakilan pada akhirnya juga mencakup 
rakyat dalam arti yang lebih luas. Tidak hanya itu, konsepsi 
demokrasi pada akhirnya juga menyentuh hal yang paling 
mendasar dari hubungan kekuasaan, yaitu, di manapun 
demokrasi selalu mensyaratkan hadirnya “relasi-relasi yang 
bebas, merdeka, dan setara” di antara warga negara. Sampai 
sebelum 1760 rupanya tidak sebuah negara manapun 
di dunia mengadopsi pemerintahan demokratis dalam 
pengertian yang dipakai sekarang. Pada 1919 demokrasi 
telah dipraktikkan di Inggris dan negara-negara dominion 
Inggris, seperti Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Di 
samping itu demokrasi juga dipraktikkan di Amerika Serikat, 
dan beberapa negara Eropa Utara dan Barat, seperti Prancis, 
Jerman, Italia, Swiss, Austria, Skandinavia. Pada akhir Abad 
XX, lebih dari separuh jumlah negara-negara di dunia 
mengadopsi demokrasi (Greg Russel dan Melvin I. Urofsky, 
dalam: Clack, 2001:7-10). 

Pada dasarnya pemahaman tentang esensi demokrasi 
yang berkembang sejak awal hingga pertengahan abad 
ini merujuk pada konsepsi pemisahan dan pembagian 
kekuasaan. Pemisahan kekuasaan (separation of power) memiliki 
fokus yang terutama berdimensi horizontal, sedangkan 
pembagian kekuasaan (distribution of power) memiliki fokus 


yang berdimensi vertikal. Pemisahan kekuasaan berbicara 
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tentang bagaimana tugas dan kewenangan di antara tiga 
cabang pemerintahan dipisahkan untuk menghindarkan 
kemungkinan terjadinya absolutisme kekuasaan. Tiga 
cabang pemerintahan ini adalah lembaga yudisial, eksekutif, 
dan legislatif. Prinsip umum yang dipakai sebagai dasar 
untuk membuat pemisahan kekuasaan di antara tiga 
lembaga ini bersumber pada ajaran pokok tentang fungsi 
pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (checks and 
balances) (Sparingga, 2007). Dalam konteks hubungan ini, 
eksekutif ditempatkan sebagai lembaga yang menjalankan 
amanah rakyat sebagaimana dirumuskan oleh wakil-wakil 
mereka di lembaga legislatif. Sementara itu, legislatif 
memainkan peran sebagai lembaga yang merumuskan 
aspirasi rakyat. Aspirasi inilah yang dipakai sebagai dasar 
untuk bekerja merumuskan program-program kebijakan 
yang pada dasarnya merupakan usaha mendistribusikan dan 
mengalokasikan sumber dan nilai. Pada tempat semacam 
inilah terdapat kebutuhan untuk membangun legislatif yang 
peka (sensitive) dan tanggap (responsive) terhadap dinamika 
dan perkembangan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat 
(Sparringa, 2007). Sementara itu, lembaga yudisial memiliki 
posisi yang amat sentral untuk memastikan bahwa prinsip 
kebebasan dan keadilan (freedom and fairness) dalam politik 
itu terjadi. Lembaga ini mengantongi sebuah kewenangan 
tertinggi untuk menjalankan sebuah sistem peradilan yang 
bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Lembaga 
yudisial bekerja dengan prinsip yang menjunjung tinggi 
keadilan — sebuah prinsip yang tak dapat dianulir oleh 
kekuasaan manapun termasuk kekuasaan mayoritas dalam 
legislatif (Sparringa, 2007). 
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